——

NY TVa0IWHEd H3ENNS VaOVd TIOEH INY 13 SESHY NY ALY EONINGIN

HNMNAS LYW

ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

INOVASI KELEMBAGAAN KEUANGAN MIKRO
AGRIBISNIS UNTUK MENINGKATKAN AKSES
PETANI KECIL PADA SUMBER PERMODALAN

_ MNINN SINSHEHIEOY OHHIN NVONYIEE NYVOVENITIH IEVAONI

- IAARD
—.|PRESS




ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

INOVASI KELEMBAGAAN
KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS
UNTUK MENINGKATKAN AKSES

PETANI KECIL PADA SUMBER
PERMODALAN

Oleh:
MAT SYUKUR

IAARD

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

BOGOR, 1 SEPTEMBER 2020



INOVASI KELEMBAGAAN KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS
UNTUK MENINGKATKAN AKSES PETANI KECIL PADA SUMBER
PERMODALAN

MAT SYUKUR

© IAARD PRESS, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, 2020

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SYUKUR, Mat
Inovasi kelembagaan keuangan mikro agribisnis untuk meningkatkan
akses petani kecil pada sumber permodalan /
Oleh Mat Syukur. -- Jakarta : [AARD Press, 2020.
viii, 51 hlm.: ill.; 21 cm

ISBN 978-602-344-290-4 631.115.8

1. Kelembagaan keuangan 2. Agribisnis 3. Petani
1. Judul

Penyunting Naskah : Tahlim Sudaryanto, Hasil Sembiring,
Bambang Subiyanto

Penata Letak : Niki Awalloedin
Perancang Cover : Restu Puji Hidayat
IAARD PRESS

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
JIn. Ragunan 29 Pasarminggu, Jakarta 12540
Telp.: +62-21-7806202, Faks: +62-21-7800644
Email : iaardpress@litbang.pertanian.go.id
Anggota IKAPI No. 445/DK1/2012



BIODATA RINGKAS

Mat Syukur, lahir di Lamongan, tanggal
28 Desember 1958, adalah anak pertama
dari tujuh bersaudara dari Bapak
Kasmolan (Almarhum) dan Ibu Rumi’ah
(Almarhumah). Menikah dengan Hj.
Henny Windarti (Almarhumah, 1983-
2013) dan Erny Hertanti tahun 2015, dan
dikaruniai empat orang anak, Yaitu:
Maulida Hayuningtyas, Listya
Citraningtyas, Hanif Pramudya, dan
Gigih Taufan Herdianto.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 32/M Tahun 2018 tanggal 5 Juni Tahun 2018 yang
bersangkutan diangkat sebagai Peneliti Ahli Utama terhitung
mulai tanggal 15 November 2018.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor
716/KPTS/KP.220/H/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang
Majelis Pengukuhan Profesor Riset, yang bersangkutan dapat
melakukan pengukuhan Profesor Riset.

Menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN Babat |, Babat,
Lamongan pada tahun 1971; Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
di SMP Negeri Babat, Lamongan pada tahun 1974; dan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas dari SMA Negeri IV Malang, tahun 1977.
Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian Bidang Keahlian Sosial
Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun
1982; Gelar Magister Sains (MS) Program Studi Ekonomi
Pertanian dari IPB tahun 1988; dan Gelar Doktor Ekonomi
Pertanian dari IPB tahun 2001.



Mengikuti beberapa pelatihan yang terkait dengan bidang
kompetensinya, antara lain: On The Job Training of Grameen
Bank (Bank Desa) Replication Project for Rural Poverty
Alleviation Program di Bangladesh dan Malaysia, tahun 1989.
Financial Modeling for Grameen Bank (Bank Desa) Replication
Project, Dhaka, Bangladesh, tahun 1992. Agro-Industrial System
Development and Management di Asian Institute of Technology,
Bangkok, Thailand, tahun 1993. Micro-finance Management di
The University of Queensland, Brisbane, Australia, tahun 2002.
Leadership and Research Management di Wageningen
University, Belanda tahun 2004.

Penugasan keluar negeri antara lain sebagai Anggota
Delegasi RI pada Pertemuan Menteri-Menteri Pertanian ASEAN
(AMAF) di Manila tahun 2015, Ketua Delegasi Rl pada
Pertemuan Menteri-Menteri Pertanian Negara G-20 di China
pada tahun 2016, Anggota Delegasi R1 pada pertemuan AMAF di
Singapore tahun 2016, Anggota Delegasi Rl pada pertemuan
AMAF di Thailand tahun 2017, Anggota Delegasi RI pada Asia
Pacific FAO Regional Meeting di Fiji tahun 2018, Ketua Delegasi
Rl pada Pertemuan Menteri-Menteri Pertanian Negara G-20 di
Argentina pada tahun 2018, sebagai Anggota Delegasi RI pada
Pertemuan Menteri-Menteri Pertanian Negara G-20 di Jepang
pada tahun 2019, Anggota Delegasi Rl pada pertemuan AMAF
di Brunei Darussalam tahun 2019.

Jabatan struktural yang pernah diduduki adalah sebagai
berikut: Kepala Sub-Bidang Komunikasi Penelitian, Bidang
Pelayanan Penelitian, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian,
1993-1994; Kepala BPTP Jawa Timur, 2004-2005; Kepala
Bidang Program dan Evaluasi Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertanian, 2005-2006; Kepala Pusat
Pembiayaan Pertanian, Sekretariat Jenderal, 2006-2010; Kepala
Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, 2010-2011; Sekretaris
Direktorat Jenderal Hortikultura, 2011-2013; Staf Ahli Menteri

iv



Bidang Inovasi dan Teknologi Kementerian Pertanian, 2013-
2016; Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan
Internasional, Kementerian Pertanian, 2016-2018.

Jabatan fungsional peneliti diawali sebagai Asisten Peneliti
Madya tahun 1989, Ajun Peneliti Muda tahun 1993, Ajun Peneliti
Madya tahun 1997, Peneliti Madya tahun 2006, dan memperoleh
jabatan Peneliti Ahli Utama Gol IV/E tahun 2018.

Menghasilkan 26 karya tulis ilmiah yang ditulis sendiri
maupun dengan penulis lain dalam bentuk buku, bagian buku,
jurnal, prosiding, dan makalah yang diterbitkan, tiga diantaranya
dalam bahasa Inggris. Mereplikasi skema kredit mikro Grameen
Bank, Bangladesh di Indonesia melalui kaji tindak (action
research) di Kabupaten Bogor pada tahun 1989-1992 dan
Kabupaten Tangerang tahun 2002-2003, yang hingga saat ini
telah berkembang menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
dan melayani 364.752 orang, tersebar di 3.244 desa di propinsi
Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah.

Aktif menjalani tugas lain sebagai Wakil Tetap
Kementerian Pertanian pada Dewan Energi Nasional (DEN)
tahun 2014-2018.

Menjadi Anggota Perhimpunan Ekonomi Pertanian
Indonesia (PERHEPI), Anggota Himpunan Peneliti Indonesia
(HIMPENINDO), Anggota Perkumpulan Ahli Sistem Indonesia
(PASINDO).

Memperoleh tanda penghargaan Satyalancana Karya Satya
X, XX, dan XXX dari Presiden Republik Indonesia, masing-
masing pada tahun 2000, 2008 dan 2013.



DAFTAR ISI

BIODATARINGKAS ... .. i
DAFTARISI . Vi
PRAKATA PENGUKUHAN .............cci viii
l. PENDAHULUAN ..., 1
II. DINAMIKA PERKEMBANGAN

vi

KELEMBAGAAN KEUANGAN MIKRO DI

SEKTOR PERTANIAN ... 3
2.1. Era Pra-Bimas Periode sebelum 1964 ......... 4
2.2. Era Kredit Bimas Periode 1964-1984 ......... 4
2.3. Era Kredit Usaha Tani (KUT) Periode 1985-
2000 ..., 5

2.4. Era Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
sampai Kredit Usaha Rakyat Periode 2000-

Sekarang ........ocoooiiiii 6
KONSEPSI DAN SISTEM PEMBIAYAAN
USAHA TANI PETANI KECIL ................. 8
3.1. Konsep Skema Kredit Pertanian ............... 8
3.2. Sumber Pembiayaan Pertanian ................ 9
3.3. Kebutuhan Modal Untuk Pembiayaan Usaha

Pertanian ...........cooeviiiiiii 12
3.4. Praktek Perbankan dalam Pelayanan Kredit

pada Sektor Pertanian ........................... 13
INOVASI KELEMBAGAAN KEUANGAN
MIKRO AGRIBISNIS ..., 14
4.1. Keberadaan dan Skema LKMA ................ 14
4.2. Tahapan Proses Pengelolaan dan Penyaluran

Kredit ... 15
4.3. Implementasi LKMA ..., 16
4.4. Peran dan Dampak LKMA ..................... 18
POTENSI, TANTANGAN, DAN PELUANG
PENGEMBANGAN LKMA ..................... 19



5.1 POENST et 19

S.2. Tantangan ......c.oovvviiiiiii i 20
5.3.Peluang ... 21
VI. ARAH, SASARAN, DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN LKMA ...l 23
6.1. Arah Pengembangan ............................. 23
6.2. Sasaran Pengembangan ......................... 23
6.3. Strategi Pengembangan ......................... 23
VIl. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
KEBIJAKAN ... 25
7.1 Kesimpulan ... 25
7.2. Implikasi Kebijakan .............................. 26
VI PENUTUP ... 27
UCAPANTERIMAKASIH ..., 28
DAFTAR PUSTAKA ... e, 31
LAMPIRAN ..., 38
DAFTAR PUBLIKASIILMIAH ....................... 39
DAFTAR RIWAYATHIDUP ..........ccoooviiine. 44

vii



PRAKATA PENGUKUHAN

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Bapak Menteri
Pertanian dan hadirin yang saya hormati,

Pertama-tama, saya memanjatkan puji dan syukur
kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat
berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat wal’afiat. Pada
kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati,
perkenankanlah saya menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka
pengukuhan Profesor Riset di Bidang Sosial Ekonomi Pertanian
pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
Kementerian Pertanian.

Sesuai dengan latar belakang ilmu dan penelitian yang
saya tekuni selama ini, orasi ilmiah yang saya sampaikan
kehadapan majelis dan hadirin berjudul:

“INOVASI KELEMBAGAAN KEUANGAN MIKRO
AGRIBISNIS UNTUK MENINGKATKAN AKSES
PETANI KECIL PADA SUMBER PERMODALAN?”

viii



. PENDAHULUAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya
muliakan.

Dalam teori tentang pembangunan pertanian dikemukakan
bahwa modal berperan sebagai pelancar pembangunan
pertanian, dan dalam batas tertentu modal merupakan simpul
kritis pembangunan?2. Dengan demikian pemerataan akses pada
modal bagi semua golongan masyarakat, merupakan alternatif
untuk pemerataan pendapatan®*°. Bahkan akses pada modal
dalam bentuk kredit merupakan salah satu hak asasi manusia
yang mendasar, sebagaimana hak-hak asasi lainnya®.

Bagi petani kecil, kehadiran modal dalam jumlah dan
waktu yang tepat sangat menentukan keberhasilan usahal"’.
Dengan akses pada sumber modal dalam bentuk kredit, para
petani akan dapat mengoptimalkan sumberdaya yang ada pada
dirinya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas,
volume usaha dan pendapatan?.

Data nasional menunjukkan bahwa selama periode 2016-
2018, penyaluran kredit untuk sektor pertanian berkisar antara
6,8-6,94%°%. Persentase penyaluran yang rendah tersebut
utamanya disebabkan karena pelaku usaha sektor pertanian
memiliki akses yang rendah terhadap kredit perbankan. Selain
karena kepemilikan agunan yang terbatas, sektor perbankan
memandang bahwa sektor pertanian tergolong usaha berisiko
tinggi, sehingga perbankan berhati-hati dalam menyalurkan
kreditnya®. Introduksi kelembagaan skema kredit pertanian
sejak Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) hingga
Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum dapat mendorong kenaikan
penyaluran kredit ke sektor pertanian secara signifikan.



Akses permodalan petani kecil lebih banyak pada sumber
pembiayaan non-formal di pedesaan, misalnya pelepas uang
(rentenir), kios sarana produksi, dan sistem yarnen (dibayar
kembali saat panen) dengan bunga tinggi, 3-4% per bulan®!!,
Di sisi lain, keuangan mikro berperan besar dalam menciptakan
lapangan kerja mandiri, memberdayakan masyarakat di
pedesaan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi®*2.

Hasil penelitian selama tahun 1990-2004 menunjukkan
bahwa akses petani kecil terhadap permodalan formal sangat
rendah, salah satunya disebabkan oleh ketiadaan agunan fisik.
Karena itu, sebagian besar petani kecil memanfaatkan sumber
permodalan non-formal, yang persyaratan dan prosedurnya
relatif mudah, serta cepat dalam penyalurannya. Dikaitkan
dengan perlunya percepatan pemulihan ekonomi pertanian dan
perdesaan pasca pandemi covid-19, kelembagaan keuangan
mikro agribisnis dapat berperan lebih besar untuk meningkatkan
akses petani pada permodalan sehingga para petani bisa
berusaha tani secara optimal®®.

Struktur penyaluran kredit yang kurang berpihak pada
sektor pertanian tersebut memerlukan pendekatan lain yang
lebih inovatif. Pendekatan tersebut berupa inovasi kelembagaan,
yang dapat memitigasi risiko kredit, sehingga petani kecil dapat
akses pada permodalan dari sumber internal dan perbankan.
Kelembagaan kredit dimaksud terkait dengan tiga aspek, yaitu:
(a) regulasi dan aturan main perkreditan, (b) lembaga sumber
modal, dan (c) pengorganisasian di tingkat petani.

Orasi ini memaparkan sebuah gagasan baru untuk
meningkatkan akses petani kecil pada sumber permodalan
melalui inovasi kelembagaan, berupa tata kelola identifikasi
kelayakan penerima, proses penyaluran dan pengembalian
kredit, termasuk mekanisme untuk mengurangi risiko gagal
bayar kredit, pada lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA).
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Il. DINAMIKA PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN
KEUANGAN MIKRO DI SEKTOR PERTANIAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya
hormati

Dinamika perkembangan skema kredit ini menekankan
pada pembahasan tentang perkembangan aspek kelembagaan,
yaitu aturan main dan lembaga yang terlibat dalam skema kredit
pertanian. Perkembangan kelembagaan skema kredit ini dibagi
dalam empat periode yaitu: (1) Era Pra-Bimas (Bimbingan
Massal) Periode sebelum 1964. Pada era ini, dalam kondisi
keterbatasan modal, praktek yang lazim dilakukan adalah sistem
ijon, sakap-menyakap, dan maro; (2) Era Kredit Bimas Periode
1964-1984. Pada era ini petani diberi bimbingan intensif
penerapan teknologi bercocok tanam padi melalui penyuluhan
secara massal untuk menunjang program intensifikasi dan
ditunjang dengan sistem perkreditan; (3) Era Kredit Usaha Tani
(KUT) Periode 1985-2000. Pada era ini, komoditas yang
difasilitasi kredit diperluas, meliputi padi, palawija dan
hortikultura. Kredit disalurkan melalui Koperasi Unit Desa
(KUD) atau kelompok tani. Bank penyalur menanggung risiko
kredit; (4) Era KKP-E sampai KUR Periode 2000-Sekarang. Di
era ini pemerintah mengintroduksikan skema kredit yang lebih
banyak, yaitu KKPE untuk mendukung ketahanan pangan dan
energi, Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) untuk
mendukung swasembada daging sapi, Kredit Pengembangan
Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) untuk
perkebunan rakyat, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk
pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk semua
skema kredit tersebut, pemerintah memberikan fasilitas subsidi
bunga/marjin. Sumber utama dana kredit berasal dari perbankan,
dan perbankan menanggung seluruh risiko kredit.



2.1. EraPra-Bimas Periode sebelum 1964

Sejak zaman dahulu, jauh sebelum Bimas, petani sudah
mengenal modal dan kredit dalam bentuk lain. Ini dibuktikan
dengan adanya praktek ijon, sistem bagi hasil yang dikenal
dengan sakap-menyakap, maro yang lazim berlaku saat modal
usaha petani terbatas®, dan bahkan praktek tersebut masih ada
hingga saat ini. Namun kemudian, dalam rangka meningkatkan
produksi beras, beberapa tahun sebelum era Bimas (Bimbingan
Massal), dilaksanakan program intensifikasi padi oleh
Perusahaan Padi Sentra. Melalui Inpres tahun 1959 dibentuk
Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM) dengan tugas
menyelenggarakan penyuluhan, penyaluran dan pengembalian
kredit, pengadaan pangan dan memberantas sistem ijon yang
banyak berkembang di desa'®. Era Padi Sentra ini dapat disebut
sebagai awal terbangunnya sistem kredit formal dan terprogram
oleh pemerintah.

2.2. Era Kredit Bimas Periode 1964-1984

Era kredit pertanian diawali dengan kredit program oleh
perusahaan Padi Sentra, dan dilanjutkan untuk Program Bimas
pada tahun 1964-1966. Dalam program Bimas, petani diberi
bimbingan intensif melalui penyuluhan secara massal dan
difasilitasi dengan kredit sarana produksi. Untuk memperluas
Program Bimas pemerintah tidak memiliki dana yang cukup.
Untuk itu diwujudkan Program Bimas Gotong Royong pada
tahun 1969, yang merupakan kerjasama antara pemerintah
dengan badan-badan usaha swasta asing. Selanjutnya pada tahun
1970 diubah menjadi Bimas yang Disempurnakan, yang dalam
implementasinya dengan menggunakan pendekatan wilayah
unit desal*, yang tujuannya adalah meningkatkan produksi beras
nasional. Keberhasilan Program Bimas ditunjang oleh
keberadaan kredit pertanian, yaitu kredit yang dirancang secara
khusus untuk mendukung program Bimas®®.
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Program Bimas telah berhasil mengantarkan Indonesia
berswasembada beras pada tahun 19844, Keberhasilan ini
disebabkan oleh karena skema kredit Bimas diimplementasikan
sebagai bagian dari sistem pembangunan perdesaan yang
lengkap dengan kelembagaannya. Komponen pendukung
berupa fasilitas kredit, penyediaan sarana produksi, Koperasi
Unit Desa (KUD) untuk menampung hasil produk,
pendampingan oleh penyuluh, dan adanya sistem komando
sentralistik dalam pelaksanaannya. Kelebihan dan sekaligus
keterbatasan Program Bimas diantaranya adalah hanya fokus
pada komoditas padi. Sementara itu komoditas lainnya belum
memperoleh perhatian yang sepadan, padahal petani komoditas
lain juga mengharapkan dukungan kredit serupa.

2.3. Era Kredit Usaha Tani (KUT) Periode 1985-2000

Era skema KUT dimulai pada tahun 1985. Komoditas
yang mendapat fasilitas kredit adalah padi, palawija dan
hortikultura. Penyaluran kredit ini melalui kelompok, dengan
sumber dana berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia
(KLBI1)!*16, Pada era ini dikenal KUT Pola Umum dan Pola
Khusus. Penyaluran kredit Pola Umum dilakukan melalui KUD
dan Pola Khusus dilakukan langsung kepada kelompok tani.
Bunga pinjaman yang dikenakan sebesar 14% per tahun.
Lembaga yang terlibat adalah Bank Indonesia, Kementerian
Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, dan bank penyalur.

Pada periode sebelum tahun 1998, bank berperan sebagai
pelaksana dan ikut menanggung risiko kredit, sehingga berhati-
hati saat menyalurkan kredit. Data penyaluran KUT musim
rendeng (penghujan) periode Oktober-Maret musim tanam
1985-1996 mengkonfirmasi hal tersebut, yaitu berkisar 19-70%
dari plafon kredit'. Realisasi penyaluran KUT yang rendah ini
mengindikasikan bahwa ada hambatan dalam penyaluran KUT.
Hambatan utamanya adalah prosedur pengajuan dan mekanisme
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penyaluran kredit yang lambat dan rumit. Pada tahun 1998/1999,
KUT disalurkan melalui koperasi tani/LSM dan bunga kredit
diturunkan menjadi 10,5%. Penyaluran kredit berjalan lancar,
tetapi diikuti dengan tunggakan yang besar.

2.4. Era Kredit Ketahanan Pangan dan Energi sampai
Kredit Usaha Rakyat Periode 2000-Sekarang

Sejak diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia, pemerintah tidak lagi menyediakan sumber
dana dari KLBI. Atas pertimbangan tersebut, pada tahun 2000
diterbitkan skema Kredit Ketahanan Pangan (KKP), yang
selanjutnya menjadi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
(KKP-E). Sumber dana kredit berasal dari perbankan, dan
pemerintah menyediakan subsidi bunga kredit’.

Tujuan skema KKP-E adalah untuk mendukung
peningkatan produksi pangan dan penyediaan bahan baku bahan
bakar nabati. Sasaran KKP-E adalah petani, peternak, pekebun
secara individu, kelompok tani, dan koperasi. Bunga yang
dikenakan kepada petani tebu sebesar 8,25%, peternak sebesar
6,0%, dan petani pangan dan hortikultura sebesar 5,5%. Selisih
antara bunga bank dengan bunga yang dibayar petani
ditanggung oleh pemerintah, sebagai subsidi bunga.

Pada periode ini pula dikenal skema kredit dalam rangka
pengembangan perkebunan (kelapa sawit, karet dan kakao) dan
peternakan (pembibitan sapi), yaitu Kredit Pengembangan
Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dan
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Pada kedua skema
tersebut, pemerintah juga menyediakan subsidi bunga. Periode
2000-2015, kinerja serapan KKP-E, KPEN-RP dan KUPS
tergolong sangat rendah. Oleh karena itu pada tahun 2015 ketiga
skema tersebut diintegrasikan ke skema KUR yang diluncurkan
pada tahun 2007, yang cikal bakalnya adalah Skim Pelayanan
Pembiayaan Pertanian (SP3) vyang dilaksanakan oleh
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Kementerian Pertanian. Sasaran KUR adalah debitur
perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha produktif
dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau
agunan tambahan belum cukup. Salah satu tujuan KUR adalah
meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha
produktif, utamanya usaha mikro, kecil dan menengah. Seluruh
sektor menjadi sasaran skema KUR, tidak hanya sektor
pertanian. Seluruh dana KUR yang disalurkan berasal dari
penyalur KUR. Hingga tahun 2019, pemangku kepentingan
yang terlibat pada skema KUR terdiri atas 44 lembaga penyalur,
11 lembaga penjamin, dua lembaga pengawas dan 14 instansi
pusat, serta pemerintah daerah.

Selama tahun 2007-2014, pemerintah memberikan subsidi
Imbal Jasa Penjaminan (IJP), yaitu premi penjaminan kredit.
Bunga pinjaman KUR pada periode awal adalah 24% per tahun.
Sejak tahun 2015, bunga diturunkan menjadi 12% per tahun, dan
terus menurun hingga pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 6%
per tahun efektif.



1. KONSEPSI DAN SISTEM PEMBIAYAAN
USAHATANI PETANI KECIL

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang
terhormat,

Karakteristik petani, kelembagaan dan seperangkat
aturannya sangat menentukan akses petani pada sumber
pembiayaan. Pemahaman terhadap konsep skema kredit sangat
penting. Gabungan antara konsep, karakteristik petani dan
kelembagaan tersebut adalah dasar untuk menyusun fitur kredit.

3.1. Konsep Skema Kredit Pertanian

Pasar kredit secara inheren bersifat tidak sempurna. Di
dalam pasar kredit terdapat ketidaktentuan tentang selesainya
sebuah transaksi kredit. Sebuah transaksi kredit dinyatakan
selesai apabila peminjam telah membayar semua jumlah yang
dipinjam beserta bunga®?8,

Pemberi pinjaman mempunyai risiko lebih besar daripada
peminjam. Jaminan perorangan dapat mengurangi risiko tanpa
harus menambah biaya transaksi. Inovasi jaminan selanjutnya
adalah agunan fisik, yang kemudian berkembang dan diperluas
menjadi agunan dalam bentuk kelayakan usaha dan jaminan
kelompok®,

Petani sebagai peminjam dihadapkan pada risiko dalam
mengelola usaha taninya. Kelembagaan kelompok tani beserta
perangkat aturannya merupakan komponen dalam skema kredit
mikro. Kelembagaan tersebut dapat berfungsi sebagai penjamin
atas kredit yang diterima anggota kelompok, sehingga dapat
memitigasi risiko gagal bayar kredit>1°,



3.2. Sumber Pembiayaan Pertanian

Di wilayah pedesaan terdapat banyak lembaga keuangan,
baik formal maupun non-formal. Dalam operasionalnya masing-
masing jenis lembaga keuangan memiliki segmen pasar yang
berbeda®. Terjadinya segmentasi pasar ini karena adanya
penghalang kelembagaan (institutional barrier) bagi golongan
ekonomi lemah untuk akses pada lembaga keuangan formal®®.

Kredit formal dapat dibagi menjadi kredit non-program dan
kredit program. Kredit non-program adalah jenis kredit yang
dalam mekanisme pengajuan dan penyalurannya menggunakan
mekanisme pasar, dengan bunga komersial. Bank Perkreditan
Rakyat (BPR), Bank Umum dan koperasi simpan pinjam
menyalurkan jenis kredit ini?>. Sementara itu kredit program
adalah skema kredit yang dalam implementasinya dikaitkan
dengan suatu program sektoral pemerintah, yang umumnya adalah
kredit bersubsidi. Untuk sektor pertanian, dikenal skema kredit
Bimas, KUT, KKP-E2, dan skema program terkini untuk usaha
mikro kecil (UMK) adalah KUR. Dalam konteks ini, Program
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang
dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian tahun 2008-2015 di
52.000 desa yang telah menumbuhkan lembaga keuangan mikro
agribisnis (LKMA) sebanyak 7.040 unit atau 13,5% dari jumlah
desa dimaksud, juga merupakan sumber permodalan bagi petani
kecil.

Pengalaman menunjukkan bahwa kredit program yang
berbiaya murah, yang umumnya berasal dari pemerintah,
banyak mengalami kegagalan. Secara umum, kegagalan ini
terutama disebabkan oleh lemahnya dalam seleksi terhadap
sasaran (pengguna) kredit. Kegagalan ini terletak tidak hanya
pada kegagalan mencapai sasarannya, tetapi juga kegagalan
dalam mencapai kinerja pengembalian®.



Dalam skema kredit Bimas, kredit bersubsidi diberikan
dalam bentuk natura, dikawal intensif oleh para penyuluh, dengan
menggunakan pendekatan kelompok. Petani memperoleh input
produksi dan mengadopsi teknologi baru dan dapat meningkatkan
produktivitas usaha taninya, dan secara nasional berhasil
mencapai swasembada beras pada tahun 1984%42!, Hanya saja,
sukses ini tidak diikuti dengan tingkat pengembalian pinjaman
yang memuaskan.

Salah satu faktor yang menyebabkan skema kredit program
belum memiliki pengembalian yang tinggi karena proses seleksi
bagi calon peserta yang tidak terlalu ketat?’. Selain itu,
kelembagaan kelompok yang masih lemah, aturan main tentang
skema kredit tidak diimplementasikan secara tegas, serta
lemahnya sosialisasi hak dan kewajiban pengguna kredit
merupakan faktor lainnya yang mempengaruhi banyaknya kasus
tunggakan kredit. Sementara itu skema KKPE, KUPS dan KUR
berkinerja baik dalam pengembalian kredit, tetapi sangat lambat
dalam penyalurannya.

Faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap
pengembalian kredit Bimas adalah lamanya petani mengikuti
program intensifikasi dan tagihan langsung yang dilakukan oleh
petugas?2. Semakin lama mengikuti Program Bimas dan adanya
tagihan langsung oleh petugas berdampak positif pada tingkat
pengembalian kredit. Fasilitas kredit dapat meningkatkan
penggunaan input secara optimal yang berdampak pada
kenaikan produksi dan pendapatan dan bersedia mengembalikan
kredit, karena adanya kontrol langsung oleh petugas.

Pada skema KUT Pola Khusus, faktor-faktor yang
berpengaruh  positif pada pengembalian kredit adalah
pengalaman sebagai peserta KUT, keterlibatan pada penyusunan
RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), jumlah
tabungan di kelompok tani, dan frekuensi pembinaan oleh
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PPL?, Sementara itu faktor utama yang menjadi pertimbangan
petani tertarik memanfaatkan kredit adalah prosedur pengajuan
dan penyaluran yang sederhana. Sedangkan besarnya bunga
pinjaman bukanlah hambatan bagi petani untuk meminjam
kredit'®. Kaji tindak tentang kredit perdesaan mencatat bahwa
kelompok yang kokoh dan berdisiplin, intensitas pertemuan
antara penerima kredit dengan petugas kredit, pemahaman
penerima kredit terhadap hak dan kewajibannya, pelatihan bagi
calon penerima dan petugas kredit, serta sistem insentif dan
sanksi yang jelas, adalah faktor-faktor yang sangat
mempengaruhi  kualitas penyaluran dan pengembalian
kredit1%24,

Deregulasi perbankan pada tahun 1988, yang memberikan
kemudahan pendirian bank umum maupun bank perkreditan
rakyat yang dapat beroperasi hingga wilayah perdesaan,
menyebabkan monetisasi perdesaan dan sektor pertanian menjadi
hal yang tidak dapat terhindarkan. Mekanisme penyaluran kredit
ke sektor pertanian di daerah perdesaan mengikuti mekanisme
penyaluran kredit komersial. Hal ini merupakan justifikasi
mengapa kredit seyogyanya dikelola secara profesional dan
mengikuti mekanisme pasar. Peran pemerintah adalah
memberikan subsidi bunga/marjin dan pengawasan dalam
implementasinya.

Selain dari sumber pembiayaan formal, petani juga banyak
memiliki akses pada sumber pembiayaan non-formal, seperti
pelepas uang, tengkulak, atau kios sarana produksi, dengan bunga
yang tinggi*>?>. Sumber non-formal ini memiliki kelebihan untuk
menarik minat peminjam, yaitu fleksibel dalam menyediakan
jumlah pinjaman, cepat dalam penyaluran, persyaratannya
sederhana dan mudah dipenuhi oleh petani, serta berlokasi dekat
dengan domisili petani®?,
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3.3. Kebutuhan Modal Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian

Sebagai ilustrasi kebutuhan modal usaha pertanian dapat
diambil contoh usaha tani padi, yang umumnya dilakukan oleh
petani kecil dan meliputi hampir semua wilayah di Indonesia.
Secara nasional, dengan luas panen padi tahun 2019 mencapai
10,68 juta hektar?’, para petani padi memerlukan modal sekitar
Rp110 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk untuk tanaman
pangan lainnya, seperti komoditas jagung, ubi kayu, dan
kebutuhan modal untuk sub sektor perkebunan, peternakan serta
hortikultura.

Bagi petani padi yang rata-rata memiliki luas lahan 0,4 ha,
memerlukan modal usaha sekitar Rp 5 juta per musim?’. Tetapi
karena petani kecil umumnya tidak memiliki lahan bersertifikat,
maka akses petani pada sumber perbankan mengalami kesulitan.
Lembaga perbankan sangat ketat dalam menseleksi calon
peminjamnya. Dalam banyak kasus, agunan dalam bentuk fisik
berupa sertifikat tanah masih diperlukan. Karena hal tersebut,
kebutuhan modal skala mikro sebagian besar diperoleh dari
sumber non-formal, yaitu pinjaman perorangan, keluarga, pelepas
uang.2 8Selebihnya berasal dari koperasi dan lembaga keuangan non
bank=°.

Gambaran di atas menunjukkan perlunya eksplorasi
terhadap kemampuan menabung petani dari hasil usaha taninya
secara sistematis, sebagai bagian dari upaya pemupukan modal
internal petani dan kelompok tani. Modal dasar berupa budaya
gotong royong sangat mendukung upaya ini. Beberapa
pengalaman lembaga keuangan mikro di perdesaan menunjukkan
bahwa tabungan yang dihimpun oleh anggotanya dapat menjadi
kekuatan modal internal yang besar bagi keberlanjutan lembaga
tersebut?®<,
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3.4. Praktek Perbankan dalam Pelayanan Kredit pada
Sektor Pertanian

Lazimnya praktek perbankan, prinsip kehati-hatian
(prudent) senantiasa menjadi acuan dalam menyalurkan
pinjaman kepada calon nasabahnya. Prinsip 5-C, yaitu
character, capacity, condition of economy, capital dan collateral
senantiasa menjadi pertimbangan bank dalam seleksi bagi calon
peminjam>3!. Para petani kecil umumnya gagal dalam tahap
seleksi ini untuk akses permodalan dari bank, utamanya adalah
karena ketiadaan agunan’>%.

Jaringan pelayanan perbankan umumnya hanya sampai
pada tingkat kabupaten/kota. Sementara itu petani berdomisili di
wilayah perdesaan. Dengan demikian, terdapat senjang lokasi
antara domisili petani dengan pusat layanan perbankan. Untuk
mengatasi hal tersebut dan untuk mengurangi biaya transaksi
kredit, maka pembentukan dan pengembangan LKMA yang
berlokasi di tingkat desa hingga tingkat kecamatan merupakan
pilihan yang tepat**. LKMA dapat melayani langsung kebutuhan
permodalan petani kecil, dan sekaligus sebagai “jembatan”
untuk akses pada lembaga perbankan melalui program /inkage.

Pelajaran yang dapat dipetik dari penerapan sistem
permodalan melalui implementasi empat periode skema kredit
program dan perilaku petani kecil terhadap kredit, serta praktek
perbankan, adalah bahwa perspektif skema kredit ke depan perlu
menekankan pada aspek kelembagaan, utamanya menyiapkan
sistem penerimaan kredit di tingkat petani melalui edukasi.
Selain itu, skema tersebut perlu memperhatikan faktor-
faktor?3*°:1)Penyaluran  melalui  kelompok; 2)Pemberian
subsidi bunga; 3)Pendampingan kepada petani oleh penyuluh;
4)Pengaturan kewajiban menabung; 5)Pengecekan penggunaan
kredit; 6)Pemberian dukungan oleh pemerintah dan pemerintah
daerah, khususnya dalam pembinaan dan pengawasan.
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IV. INOVASI KELEMBAGAAN KEUANGAN
MIKRO AGRIBISNIS

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang
terhormat,

Rendahnya penyaluran kredit perbankan pada sektor
pertanian, maka mulai tahun 2008 Kementerian Pertanian
merumuskan dan merealisasikan program PUAP. Program ini
memberikan modal awal sebesar Rp 100 juta untuk setiap
Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di setiap desa’*®’.
Menyadari pentingnya akses petani pada sumber permodalan,
dan berbekal pengalaman empirik pengimplementasian Kaji
tindak skema kredit mikro perdesaan melalui program PUAP
yang dilaksanakan selama delapan tahun, hingga tahun 2015,
berhasil dikembangkan suatu inovasi kelembagaan keuangan
mikro agribisnis yang handal.

4.1. Keberadaan dan Skema LKMA

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 86 ayat (3)
mengamanatkan bahwa bank dapat menyalurkan kredit dan/atau
pembiayaan bersubsidi untuk usaha tani. Penyaluran tersebut
dilaksanakan melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau
jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis. Hal ini
berarti bahwa LKMA memiliki peran strategis dalam
penyaluran kredit kepada petani/kelompok tani. LKMA adalah
wahana untuk memecahkan kendala akses permodalan bagi
petani kecil, memberikan layanan kredit dan tabungan, berlokasi
di perdesaan, dengan syarat yang sederhana dan mudah.

Pengalaman empiris melaksanakan kaji tindak tentang
kelembagaan keuangan mikro di daerah perdesaan untuk
mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bogor tahun 1989-1992
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dan di Kabupaten Tangerang tahun 2002-2003, menunjukkan
bahwa masyarakat golongan berpendapatan rendah yang
memiliki usaha produktif, termasuk petani kecil, mampu bekerja
keras dan mandiri untuk meningkatkan pendapatan keluarganya.
Mereka menguasai proses produksi, dan mengetahui kepada
siapa produk yang dihasilkan harus dijual. Sejatinya mereka
memerlukan modal usaha dengan cara yang mudah dengan
bunga yang rendah!®-3%3,

4.2. Tahapan Proses Pengelolaan dan Penyaluran Kredit

Secara ringkas terdapat empat tahapan inovasi
kelembagaan dalam pengelolaan dan penyaluran kredit mikro
adalah sebagai berikut. Pertama, sosialisasi kepada masyarakat
tentang pengembangan lembaga keuangan mikro di kawasan
pengembangan. Kedua, proses seleksi kelayakan bagi calon
peminjam melalui uji kelayakan guna memperoleh calon
penerima kredit yang memiliki usaha produktif dan prospektif.
Para calon terpilih membentuk kelompok yang anggotanya
sebanyak lima orang yang bertempat tinggal berdekatan dan
memiliki kondisi sosial ekonomi yang relatif homogen.

Ketiga, setelah terbentuk kelompok, seluruh anggota
wajib mengikuti pelatihan, yang materinya adalah fitur skema
kredit, hak dan kewajiban anggota, serta sistem insentif dan
sanksi. Uji pengesahan kelompok dilakukan untuk memastikan
bahwa seluruh anggota mengerti tentang skema kredit. Keempat,
proses pengajuan, penyaluran dan pengembalian pinjaman.
Proses ini ditkuti dengan kewajiban menabung dan dilaksanakan
secara reguler di tempat yang telah disepakati bersama. Petugas
kredit hadir pada pertemuan reguler untuk menatausahakan
transaksi kredit dan tabungan. Efisiensi dan efektivitas menjadi
pertimbangan utama, agar biaya transaksi rendah dan pelayanan
kredit lebih efisien?*3837,
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Keempat tahapan tersebut merupakan simpul-simpul kritis
keberhasilan implementasi skema kredit untuk Lembaga
Keuangan Mikro?*¥-°, Inovasi skema kredit ini telah berhasil
diimplementasikan di Kabupaten Bogor dan Tangerang. Hingga
kini, skema tersebut telah melayani anggota sebanyak 364.752
orang, terhimpun dalam 74.725 kelompok. Kumulatif pinjaman
yang disalurkan sebesar Rp 6,71 triliun dengan persentase
tunggakan berkisar antara 0,05% hingga 0,30%. Sementara itu,
tabungan yang berhasil dihimpun sebanyak Rp 850 milyar.

Pelajaran penting dari implementasi skema kredit tersebut
adalah bahwa faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya
yaitu: (1) proses seleksi sejak uji kelayakan calon peminjam, (2)
pelatihan bagi calon peminjam tentang aturan main skema
kredit, (3) pemahaman terhadap hak dan kewajiban peminjam,
(4) penegakan aturan main, (5) akuntabilitas administrasi
pinjaman, (6) petugas lapang yang berdisiplin dan terlatih, serta
(7) dukungan modal awal dari pemerintah®.

4.3. Implementasi LKMA

Bertitik tolak dari karakteristik dan akses petani pada
sumber-sumber permodalan, implementasi skema-skema kredit
program di masa yang lalu, pengalaman kaji tindak tentang
skema kredit mikro untuk golongan miskin di perdesaan
Kabupaten Bogor dan Tangerang, serta dikaitkan dengan arah
kebijakan pemerintah dalam memberikan akses permodalan
kepada usaha mikro kecil dan menengah, maka pilihan lembaga
yang sesuai bagi petani kecil adalah LKMA. Pilihan tersebut
didasarkan atas pertimbangan bahwa LKMA umumnya
berlokasi di daerah perdesaan, tumbuh dan mengakar di tengah
kehidupan petani. Cikal bakal LKMA adalah Program PUAP.

Untuk mengurangi risiko gagal bayar kredit yang mungkin
timbul diusulkan agunan tunai berupa tabungan petani secara
kolektif yang dihimpun di LKMA. Selain itu juga diperlukan

16



fasilitator pembiayaan pertanian (FPP) untuk mendampingi
petani dan LKMA dalam hal pengelolaan kredit.
Operasionalisasi inovasi kelembagaan LKMA, yang dimulai
dengan proses seleksi petani calon penerima kredit sampai
penyaluran dan pengembalian kredit disajikan pada Lampiran 1.

Fitur skema kredit bagi petani kecil memiliki lima
karakteristik, yaitu'***!: (1) mengakomodasi besaran kredit
yang diperlukan petani kecil, (2) dapat melayani kebutuhan
modal untuk seluruh sub sistem agribisnis, utamanya sub sistem
produksi, (3) fleksibel dalam hal waktu pelayanan dan
penyaluran sesuai dengan musim, (4) mampu menjawab
kebutuhan petani dalam kaitannya dengan program kemitraan
antara petani/kelompok tani dengan mitra usaha, dan (5)
prosedur pengajuan, penyaluran dan pengembalian yang
sederhana.

Skema kelembagaan LKMA bagi petani kecil memiliki
sembilan fitur khusus®*>#?, yaitu: (1) menggunakan pendekatan
kelompok untuk proses seleksi calon penerima kredit, (2)
menyelenggarakan pelatihan bagi petani sebagai calon penerima
kredit, sebagai bagian dari proses seleksi, (3) menyalurkan
kredit tanpa agunan dan penjamin; (4) mengimplementasikan
prosedur pengajuan dan penyaluran sederhana dan cepat, (5)
melakukan pelayanan kredit pada pertemuan rutin dua-
mingguan, yaitu untuk pengajuan, penyaluran, pengembalian
kredit, dan menabung (6) menugaskan fasilitator/petugas kredit
hadir pada setiap pertemuan rutin dua-mingguan, (7)
menerapkan mekanisme monitoring penggunaan pinjaman (loan
utilization check), (8) mewajibkan peminjam menabung rutin
pada setiap pertemuan dua-mingguan, guna memupuk modal
bagi petani/kelompok tani, dan (9) mengenakan bunga/margin
kredit/pembiayaan yang layak untuk menjamin keberlanjutan
LKMA.

17



Untuk meningkatkan kapasitas permodalan LKMA, maka
program linkage dengan perbankan secara bertahap perlu
dilakukan, agar akses petani kecil pada sumber permodalan
dapat terus ditingkatkan dan berkelanjutan. Efektivitas
implementasi skema LKMA tersebut memerlukan dukungan
kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah!®4344,
yaitu: (1) adanya pendamping/fasilitator pembiayaan pertanian
untuk petani, dan (2) dukungan subsidi bunga/margin kredit
untuk mengurangi risiko kredit, serta premi asuransi untuk
mengurangi risiko gagal usahatani, yang disebabkan oleh hama
penyakit dan kekeringan. Untuk mengurangi moral hazard
dalam penyaluran kredit, peran pemerintah berada “di
belakang”, dalam arti bertindak sebagai regulator dan fasilitator,
dan bukan sebagai pelaksana kredit.

4.4. Peran dan Dampak LKMA

Disamping kelebihan yang dimiliki, skema LKMA
tersebut masih memerlukan dukungan dana pemerintah. Dana
tersebut diantaranya adalah untuk dana awal (seed capital) bagi
LKMA, dana pelatihan, dan subsidi bunga/marjin, premi
asuransi dari pemerintah di awal penumbuhannya. Mengingat
karakteristik dan keterbatasan petani kecil, skema kredit LKMA
ini sangat diperlukan dan berperan penting bagi petani kecil di
masa-masa mendatang, dan juga menjadi wahana untuk akses
pada sumber permodalan perbankan yang lebih luas.

Argumentasinya adalah manfaat dan dampaknya, yaitu: 1)
mudahnya akses petani pada permodalan secara berkelanjutan
untuk membiayai usaha taninya; 2) petani memiliki kesempatan
mengadopsi teknologi berproduksi secara maksimal; 3) petani
dapat meningkatkan produktivitas, produksi, dan pendapatan
serta kesejahteraannya; 4) petani memiliki layanan tabungan
melalui LKMA, sebagai sarana untuk pemupukan modal
internal petani, kelompok tani dan LKMA.
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V. POTENSI, TANTANGAN, DAN PELUANG
PENGEMBANGAN LKMA

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya
hormati,

Inovasi kelembagaan keuangan mikro sangat diperlukan
untuk meningkatkan akses petani kecil pada sumber
permodalan. Inovasi ini memiliki potensi dan peluang yang
besar untuk dikembangkan. Namun demikian, tantangan yang
dihadapi dalam pengembangannya juga tidaklah ringan dan
memerlukan kesungguhan dalam mengatasinya.

5.1. Potensi

Pada tahun 2008 Kementerian Pertanian meluncurkan
program PUAP, untuk meningkatkan kinerja berbagai program
pembiayaan Kementerian Pertanian menjadi jejaring atau mitra
lembaga keuangan dalam memfasilitasi akses permodalan
petani®®3745 Dari program PUAP tersebut, telah terbentuk 7.040
LKMA, yang sebagian besar berbadan hukum koperasi, dan 115
LKMA diantaranya telah memperoleh ijin dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Dari total jumlah desa yang telah menerima
dana awal PUAP tahun 2008-2015, terdapat sekitar 45.000 desa
atau 59,6% dari total desa yang belum terbentuk LKMA, dan ini
adalah potensi yang sangat besar bagi penumbuhan LKMA baru.

Apabila jumlah petani anggota baru di setiap LKMA
eksisting rata-rata dapat ditingkatkan sebanyak 150 orang, maka
potensi tambahan petani yang dapat dilayani adalah sebanyak
satu juta orang. Dengan rata-rata penguasaan lahan petani seluas
0,4 ha, maka potensi usaha tani yang dapat difasilitasi LKMA
adalah seluas 400.000 ha. Luasan tersebut akan terus bertambah
sejalan dengan perkembangan dan kemajuan LKMA.
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Di sisi lain, kebutuhan modal bagi petani secara
keseluruhan masih sangat besar. Untuk petani padi memerlukan
modal tidak kurang dari Rp 110 triliun per tahun. LKMA, selain
atas kemampuannya menjadi sumber permodalan petani kecil,
LKMA sebagai wahana untuk akses pada sumber pembiayaan
dari perbankan melalui program /inkage. Agar perbankan
memiliki keyakinan dan dapat dibangun #rust dalam penyaluran
kredit ke petani, maka mobilisasi tabungan dari petani harus
ditumbuhkembangkan sebagai agunan tunai.

Kehadiran fasilitator pembiayaan pertanian (FPP) sangat
penting untuk mendampingi petani dan LKMA dalam mengelola
modal untuk usahataninya. Bercermin dari pengalaman
menjalankan dan mengelola LKM di perdesaan selama lebih
dari lima tahun, sumber daya manusia pengelola LKM ini
berperan besar untuk mencapai kinerja terbaiknya. Jumlah PPL
yang cukup banyak saat ini, yaitu 38.459 orang merupakan
modal dasar bagi proses pendampingan LKMA ke depan. FPP
dapat juga direkrut dari tenaga penyuluh tersebut melalui seleksi
yang ketat dan terukur agar diperoleh tenaga pendamping yang
handal.

5.2. Tantangan

Pengembangan LKMA sebagai lembaga ekonomi petani
untuk membuka akses petani pada sumber permodalan akan
menghadapi beberapa tantangan meliputi persaingan dengan
lembaga keuangan mikro sejenis, merubah mindset petani dan
mengintegrasikannya ke sektor perbankan. Tantangan tersebut
diantaranya adalah banyaknya lembaga keuangan mikro sejenis
yang ada di wilayah yang sama, yang umumnya bersifat non-
formal, yang memberikan pelayanan yang mudah dan cepat,
meskipun dengan bunga yang tinggi, misalnya kios sarana
produksi, para pelepas uang yang beroperasi di wilayah
perdesaan’!®. Keunggulan LKMA adalah mempunyai fitur yang
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mirip dengan lembaga keuangan mikro sejenis, dimiliki oleh
petani anggota dan dirancang untuk kepentingan petani, serta
memberikan pelayanan tabungan bagi petani. Fitur ini yang
menjadi andalan sehingga dapat bersaing dengan lembaga
sejenis.

Adapun tantangan yang paling besar adalah merubah
mind-set petani kecil bahwa kredit dari LKMA itu bukan
bantuan cuma-cuma dari pemerintah yang tidak harus
dikembalikan lagi, meskipun ada dukungan pemerintah dalam
bentuk seed capital®®. Kredit tersebut harus dikembalikan pokok
dan bunga/marjinnya, agar LKMA dapat terus berkembang dan
berkelanjutan serta menjadi sumber utama permodalan petani.
Pinjaman tersebut harus digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dan petani juga dimotivasi untuk menabung dari
hasil usahanya dalam rangka untuk mengatasi persoalan gagal
bayar kredit. Kesadaran seperti ini perlu terus ditumbuhkan.

Tantangan lain adalah kesiapan tenaga pendamping yang
memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi, menumbuhkan
mental disiplin dan motivasi yang tinggi bagi petani, serta
menumbuhkan kepercayaan petani, pemerintah dan pemerintah
daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan LKMA. Tantangan
selanjutnya adalah mengintegrasikan LKMA ke sektor
perbankan  dalam  bentuk  program /inkage. Untuk
mengembangkan program /inkage dengan sumber pembiayaan
formal, misalnya dengan bank penyalur KUR, diperlukan
kelembagaan LKMA yang sehat dan mandiri yang menjalankan
kaidah-kaidah praktek pengelolaan keuangan yang baik*’3,

5.3. Peluang

Saat ini dan ke depan pemerintah memiliki komitmen
yang tinggi pada aspek permodalan bagi usaha mikro kecil dan
menengah, termasuk bagi petani kecil di perdesaan. Beberapa
peluang yang dapat dimanfaatkan adalah program KUR dan
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adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Pembiayaan Usaha Tani yang mengamanatkan adanya
kewajiban Bank-Bank Pemerintah dan Pemerintah Daerah
membentuk Unit Khusus Pertanian (UKP), serta Penempatan
Uang Negara (PUN) kepada bank-bank BUMN untuk
permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal
ini merupakan peluang yang sangat besar bagi LKMA untuk
dapat berkembang melalui program /inkage, dalam rangka
meningkatkan kapasitas modal dan membuka akses permodalan
yang lebih luas lagi bagi petani kecil.

Target penyaluran skema KUR semakin meningkat dari
tahun ke tahun. Selain itu, peningkatan target persentase
penyaluran KUR untuk sektor produksi, termasuk sektor
pertanian, juga semakin besar dari tahun ke tahun. Kebutuhan
modal bagi pengembangan sektor pertanian juga sangat besar.
Bagi petani kecil, melalui LKMA, perhatian pemerintah yang
besar ini dapat dimanfaatkan oleh LKMA untuk mendorong
kegiatan /inkage dengan lembaga penyalur KUR, baik bank
maupun bukan bank*’.

Terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro juga menjadi pondasi yang kuat bagi
pengembangan LKMA. Melalui LKMA tersebut, petani akan
memiliki akses permodalan secara lebih luas lagi. Dengan akses
ini, maka petani akan dapat meningkatkan akses pada sumber-
sumber teknologi baru dan informasi guna mengoptimalkan
sumberdaya yang ada pada dirinya guna meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan keluarganya®.
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VI. ARAH, SASARAN, DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN LKMA

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya
hormati,

6.1. Arah Pengembangan

Pengembangan LKMA ini diarahkan untuk mewujudkan
dan mempercepat program nasional keuangan inklusif.
Pengembangan ini juga diarahkan sebagai alternatif
mempercepat penyaluran skema kredit program KUR.

Dalam jangka menengah, pengembangan diarahkan untuk
mendukung implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Terkait aspek
pemberdayaan ini, maka keberpihakan, penguatan, dan
komitmen pemerintah kepada petani kecil melalui dukungan
permodalan menjadi kata kunci®®.

6.2. Sasaran Pengembangan

Sasaran pengembangan kelembagaan difokuskan pada
kelompok petani kecil yang memiliki usaha produktif pertanian
di wilayah yang telah memiliki LKMA maupun yang belum
memiliki LKMA, namun memiliki akses rendah pada sumber
pembiayaan formal. Sasaran pengembangan selanjutnya adalah
pada wilayah yang telah memiliki akses yang tinggi pada sumber
pembiayaan formal, melalui program /inkage antara LKMA
dengan penyalur skema kredit program, yaitu skema KUR.

6.3. Strategi Pengembangan

Berdasarkan arah dan sasaran pengembangan tersebut
diatas, strategi yang ditempuh dalam pengembangan
kelembagaan keuangan mikro agribisnis®>** adalah (1)
mengoptimalkan kelembagaan eksisting petani yang telah ada;
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(2) mendorong tumbuhnya usaha ekonomi produktif petani; (3)
mendorong budaya menabung bagi petani untuk agunan tunai
guna akses pada sumber pembiayaan luar LKMA dan mitigasi
tunggakan kredit di LKMA; (4) mengembangkan program
linkage antara LKMA dengan sektor perbankan; (5) melakukan
pemetaan dan klasifikasi LKMA, dan diintegrasikan dengan
program pengembangan agribisnis komoditas unggulan.

Upaya meningkatkan akses petani kecil pada sumber
permodalan yang berkelanjutan ditempuh melalui peningkatan
kapasitas dan optimalisasi LKMA yang ada saat ini. Pembinaan
dan pengawasan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian yang beranggotakan Kementerian
Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha
Milik Negara, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, OJK,
serta  Pemerintah  Daerah  Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Kementerian Pertanian menjadi garda
terdepan pengembangan LKMA. Jajaran setingkat eselon-1
yang memiliki fungsi dan tugas serta kewenangan dalam aspek
permodalan bertindak sebagai koordinator.

Selain memperkuat LKMA yang sudah terbentuk dan
berkembang, yang eksisting, strategi pengembangan lain adalah
membentuk LKMA baru melalui pengembangan pilot project di
beberapa lokasi kabupaten yang belum memiliki LKMA,
memiliki potensi sumberdaya pertanian yang memadai, terdapat
dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, dengan
mengimplementasikan kaidah-kaidah keuangan mikro yang
sehat yang memiliki fitur khusus bagi petani kecil sebagaimana
yang dikembangkan pada LKMA eksisting.
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VII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya
muliakan,

7.1. Kesimpulan

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sebagai
kelembagaan keuangan bagi petani kecil dengan dukungan
fasilitasi pemerintah, adalah sarana yang sangat esensial dan
solusi yang tepat serta diyakini mampu untuk meningkatkan
akses petani pada sumber permodalan yang mudah, cepat
dengan biaya yang rendah. Dengan akses yang semakin tinggi
terhadap permodalan, petani dapat mengadopsi teknologi
berproduksi secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas
dan produksi usahataninya. Dengan biaya modal yang rendah
dari LKMA dan produksi usahatani yang maksimal, petani dapat
meningkatkan pendapatan keluarganya.

Inovasi kelembagaan LKMA yang sehat dapat menjadi
jaminan bahwa petani kecil adalah layak kredit dan layak usaha,
serta mampu dan bersedia membayar kembali pinjamannya.
Introduksi instrumen layanan tabungan dalam LKMA dapat
meningkatkan pemupukan modal internal petani, yang dapat
digunakan sebagai salah satu jaminan untuk akses pada sumber
permodalan.

Kehadiran Fasilitator Pembiayaan Pertanian (FPP) sebagai
pendamping petani dan LKMA, meningkatnya kemampuan
modal internal petani, dan program linkage LKMA dengan
perbankan dapat memitigasi risiko kredit dan meningkatkan
kualitas pelayanan kredit untuk petani kecil secara
berkelanjutan.
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7.2. Implikasi Kebijakan

Perlunya dukungan kebijakan fiskal berupa subsidi
bunga/marjin, premi asuransi untuk mitigasi risiko kredit dan
gagal usaha tani. Selain itu, dukungan modal dan anggaran
pendampingan bagi LKMA dari pemerintah dan pemerintah
daerah, serta mendorong l/inkage LKMA dengan bank perlu
memperoleh prioritas. Untuk itu diperlukan payung hukum yang
dapat menjadi pedoman bagi pengembangan LKMA dalam
bentuk Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah tingkat
kabupaten/kota.
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VIII. PENUTUP

Majelis Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin yang saya
hormati,

Meningkatkan akses petani kecil pada sumber permodalan
di masa depan memerlukan pertimbangan dari berbagai aspek
yang sangat luas dan komprehensif, yaitu aspek ekonomi,
finansial, sosial, budaya dan keadilan.

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dirancang
agar petani dapat meningkatkan akses pada sumber permodalan
secara berkelanjutan, dan bersinergi dengan Unit Khusus
Pertanian (UKP) pada bank-bank milik pemerintah dan
pemerintah daerah, yang diamanatkan dalam Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Usaha Tani. Oleh
karena itu pengembangan LKMA ini memerlukan dukungan
penuh dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, dan
pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota serta pemangku
kepentingan lainnya.

Dengan akses pada permodalan melalui LKMA, petani
akan lebih bergairah dalam berusaha tani, dapat mengadopsi
teknologi  berproduksi secara maksimal, serta mampu
mengoptimalkan ~ sumberdaya  yang  dimiliki  untuk
meningkatkan produksi pertanian dan pendapatannya, yang
pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Dengan demikian inovasi kelembagaan LKMA memiliki efek
pengganda yang sangat besar, yang secara tidak langsung dapat
berfungsi sebagai salah satu instrumen dalam mengurangi
tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan.
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